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PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR        : 700.1 /Kep.1223-Insp/2023
LAMPIRAN    :  2  (DUA) LAMPIRAN

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREB0N TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang  :    a.   bahwa        dalam        rangka        menin8katkan        kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola
pemerintahan  yang  baik  dengan   berdasarkan   asas-asas
umum  pemerintahan  yang  balk,  maka  diperlukan  adanya
suatu      pengawasan      serta      pengendalian      terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dimaksud ; dan

b.   bahwa  agar  dalam  pelaksanaan  pengawasan  sebagaimana
dimaksud  dalam huruf a dapat beljalan  dengan  baik dan
optimal,   perlu   menetapkan   Keputusan   Bupati   tentang
Program    Kelja    Pengawasan    Tahunan    Berbasis    Risiko
Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat    :     1.   Undang-Undang     Nomor      14      Tahun      1950      tentang
Pembentu kan        Daerah-D aerah        Kabu paten        D alam
Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat  (Berita  Negara  Republik
Indonesia   tanggal   8   Agustus   1950)   sebagaimana   telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   4   Tahun   1968
tentang     Pembentukan     Kabupaten     Purwakarta     dan
Kabupaten   Subang   dengan   Mengubah   Undang-Undang
Nomor       14      Tahun       1950       tentang      Pembentukan
Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam   Lingkungan   FTopinsi
Djawa    Barat    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    1968   Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2.   Undang-Undang      Nomor      28      Tahun      1999      tentang
Penyelenggaraan   Negara   yang   Bersih   dan   Bebas   dari
Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun   1999   Nomor  75,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;



3.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indoensia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah
beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta   Kelja   menjadi   Undang-Undang   (I,embaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4.   Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023  tentang  Aparatur
Sipil     Negara     (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun   2023   Nomor   141,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6897) ;

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2008  Nomor   127,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;

6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) , sebagaimana telah diubah
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019
tentang       Peru bahan       Atas       Peratu ran       Pemerin tah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (I.embaran
Negara           Republik           Indonesia           Tahun           2 019
Nomor     187,     Tambahan     I.embaran     Negara     Republik
Indonesia Nomor 6402);

7.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041 ) ;

8.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2019   Nomor  42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   30   Tahun   2019   tentang
Penilaian  Kinelja  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2019   Nomor   77,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   15  Tahun   2023
tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  dan  Pendapatan
Belanja   Daerah   Tahun   2024    (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2023);



11.Peraturan.     Kepala        Badan        Kepegawaian        Negara
Nomor   1   Tahun   2013   tentang   Ketentuan   Pelaksanaan
Peraturan   Pemerintah   Nomor   46   Tahun   2011    tentang
Penilaian  Prestasi Kelja Pegawai  Negeri  Sipil  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

12. Peraturan        Daerah        Kabupaten        Cirebon        Nomor
12    Tahun    2016    tentang   Pembentukan    dan    Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (I,embaran  Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2016  Nomor   12)  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan  Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Daerah  Kabupaten Cirebon  Nomor  12  Tahun  2016  tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor  1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (I,embaran  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

14. Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2023  tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

15. Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor   1   Tahun  2022  tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta
Tata  Kelja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

16. Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  4  Tahun  2022  tentang
Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kelja  Inspektorat  (Berita  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4);

17. Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  165  Tahun  2023  tentang
Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Tahun  Anggaran  2024  (Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor 165 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :

KESATU

KEDUA

Program     Ken.a     Pengawasan     Tahunan     Berbasis     Risiko
lnspektorat    Kabupaten     Cirebon    Tahun    Anggaran     2024
sebagaimana  tercantum  dalam  hampiran  I  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
FTogram     Kelja     Pengawasan     Tahunan     Berbasis     Risiko
sebagaimana   dimaksud   pada   Diktum   KESATU   merupakan
Pedoman    Pelaksanaan    Pengawasan    Tahunan    Pemerintah
Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan
jadwal     kegiatan     pengawasan     dan     objek     pemeriksaan
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  11  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Objek   pemeriksaan   sebagaimana   dimaksud   pada   Diktum
KEDUA  dibagi  dalam  4   (empat)   wilayah   kelja  berdasarkan
beban kelja yang pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon.

Jadwal  dan  objek  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada
Diktum  KEDUA,  sewaktu-waktu  dapat  berubah  berdasarkan
situasi     dan     kondisi     penyelenggaraan     pemerintahan     di
Kabupaten Cirebon serta berdasarkan kewenangan yang ada.

:    Biaya  berkenaan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana
dimaksud   pada   Diktum    KEDUA   dibebankan   pada   APBD
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal t6  Desember 2023

BUPATI CIREBON,
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR          : 700.1 /Kep.1223-Insp/2023
TANGGAL      :  18 Desember 2023
TENTANG      : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO

INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

I.  PENDAHULUAN

A.   Pendahuluan
Program  Kelja  Pengawasan  Tahunan  (PKPT)  Berbasis  Risiko  Inspektorat
Kabupaten   Cirebon   Tahun   Anggaran   2024   merupakan   upaya   untuk
meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  pengawasan  dalam
rangka mendukung capaian kineria lnspektorat serta sebagai dasar untuk
menilai/ mengevaluasi kinelja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Hasil   yang   diharapkan   dari   penerapan   PKPT   adalah   informasi   hasil
pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan
kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup lnspektorat Kabupaten Cirebon.
Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan
membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan , sehingga merencanakan
pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan
audit berbasis risiko.
Kegiatan   utama   perencanaan   berbasis   risiko   adalah   mengalokasikan
kegiatan  audit  ke   area  yang  memiliki  risiko  lebih  besar  akan  dapat
menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit
berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap
satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituan8kan
dalan PKFT.

8.  Tujuan dan Sasaran
Tujuan  Penetapan  Program  Kelja  Pengawasan  Tahunan  Berbasis  Risiko
Inspektorat   Kabupaten   Cirebon   Tahun   Anggaran  2024   adalah   sebagai
berikut:
1.  Terlaksananya   pengawasan   penyelenggaraan   pemerintahan   daerah

di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
2.  Terlaksananya  sinkronisasi  pelaksanaan  pengawasan  dengan  Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.
Sasaran  dari  Penetapan  Program  Kelja  Pengawasan  Tahunan  Berbasis
Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai
berikut:
1 .  Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang efektif dan efisien;
2.  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan

tata  kelola  pemerintahan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

3.  Mengoptimalkan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  program  prioritas
strategis pemerintah daerah.



Intern  Pemerintah,  peningkatan  nilai  maturitas  Sistem  Pengendalian
lntern Pemerintah (SPIP) dan Layanan Jasa Konsultansi.

C.   Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:
1.  Hasil pengawasan dituangkan dalam I,aporan Hasil Pengawasan (LHP).
2.  Dalam   proses   pembuatan   Laporan   Hasil   Pengawasan   (LHP)   wajib

dilakukan reviu secara beljenjang.
3.  Laporan   Hasil   Pengawasan   (LHP)    dianggap   selesai   apabila   telah

ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Cirebon.
4.  I,aporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan   kepada Bupati Cirebon

melalui Sekretaris Daerah.

Ill.  DAFTAR LAMPIRAN
I,ampiran      :     Jadwal program Kelja pengawasan Tahunan Berbasis Risiko

Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

BUPATI   CIREBON,
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C.   Ruang Lingkup
Ruang    lingkup    pembinaan    dan    pengawasan    pada    Program    Kelja
Pengawasan  Tahunan   Berbasis   Risiko  Inspektorat  Kabupaten   Cirebon
Tahun  Anggaran  2024  adalah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan
Pendapatan   Belanja   Daerah   Tahun   2024,   dalam   rangka   penguatan
pembinaan   dan   pengawasan   inspektorat   Daerah   Kabupaten   Cirebon,
sebagai pelaksanaari ketentuan peraturan perundang-undangan , meliputi:

1.  kegiatan pengawasan, yaitu:
a.  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  urusan  pemerintahan

yang   menjadi   kewenangan   daerah   dilakukan   dalam   bentuk
pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan   termasuk   ketaatan   pelaksanaan   norma,    standar,
prosedur,  dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat
dan/ atau pemeriksaan kinerja;

b.  reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan
daerah meliputi rancangan akhir rencana kelja Pemerintah Daerah,
rencana strategis perangkat daerah, rancangan akhir rencana kerja
perangkat  daerah,  raricangan  KUA  dan  rancangan  PPAS,  RKA-
SKPD;

c.  pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
d.  reviu laporan keuangan;
e.  kegiatan  pengawasan  lainnya  meliputi  reviu  HPS,  probity  audit,

reviu  laporan  kinelja,  reviu  LPPD,  pemeriksaan  dengan  tujuan
tertentu,    pengawasan   perencanaan   dan   penganggaran   yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

f.   pengawasan atas pemberian hibah, dana transfer, bantuan sosial,
dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan
keuangan partal politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran
dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam    Negeri    Nomor    36    Tahun    2018    tentang   Tata   Cara
Penghitungan,  Penganggaran  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah,  dan Tertib Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

9.  penguatan  tata  kelola  pemerintahan  dan  peningkatan  integritas
meliputi,  pengendalian  gratifikasi,  pelaksanaan  survei  penilaian
integritas,   pelaksanaan   sosialisasi   dan   kampanye   antikorupsi
kepada  seluruh  elemen  masyarakat  (legislatif,  eksekutif,  aparat
penegak    hukum,     masyarakat    umum),     penilaian     mandiri
pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi
birokrasi,  capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan
oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi
dan      supervisi      pencegahan      korupsi      terintegrasi      yang
dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,
pemeriksaan investigatif, tindak lanjut peljanjian keljasama APIP
dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan
masyarakat  yang  berindikasi  korupsi,  monitoring  dan  evaluasi



tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  BPK  serta  tindak  lanjut  hasil
pemeriksaan APIP.

2.  peningkatan   kapabilitas  APIP   meliputi,   kapabilitas   APIP   level   3,
maturitas   sistem   pengendalian   internal   pemerintah,   penerapan
manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan
profesional  berkelanjutan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  serta
bimbingan  teknis  minimal  120  (seratus  dua  puluh) jaln/tahun  per
APIP.

11.    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A.   Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kelja Pengawasan Tahunan
Berbasis  Risiko  Inspektorat  Kabupaten  Cirebon  Tahun  Anggaran  2024
berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko.
Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. 01eh
karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk
dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Membentuk tim;
2. Menyusun daftar obyek pemeriksa;
3. Melakukan   rekapitulasi   atas   penilaian   risiko   yang   dilakukan   oleh

perangkat daerah ;
4. Mengidentifikasi faktor risiko program dan kegiatan strategis pemerintah

daerah;
5. Menentukan Skala Prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan;

a) Setiap  auditan  ditaksir  besaran  risikonya  berdasarkan  unsur-unsur
risiko yang berkaitan.

b) Besaran  risiko  auditan  dirumuskan  dengan  meminta  masukan  dari
auditan,  dan jika  auditan  memiliki  unit  pengelola  risiko  maka  unit
tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.

c) Penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada
saat penyusunan rencana audit tahunan.

7. Menentukan tingkat risiko;
8. Menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan, jenis pengawasan,

daftar pengawasan yang wajib dilakukan /mczrrdato"/ instansi vertikal.

8.  Pelaksanaan
1.  Pembinaan

Pembinaan     yang     dilakukan     bertujuan     untuk     mengoptimalkan
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:
a)  Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
b)  Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP); dan
c)  Pemberian layanan Konsultansi;

2.  Pengawasan Keuangan dan RInelja
Pengawasan   bertujuan   untuk  memberikan   saran   kepada   pimpinan
perangkat  daerah  yang  diperiksa  dalam  mengambil  langkah-langkah



perbaikan dan penyempumaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat
memperlancar  pelaksanaan  tugas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.
Meliputi beberapa aspek:

a) Kebijakan;
b) Kelembagaan ;
c) Tugas Pokok dan Fungsi;
d) Pengelolaan Keuangan;
e) Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
f)  Capaian Kinelja.

3.  Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pemeriksaan   dalam   rangka   penanganan   pengaduan   masyarakat
dilakukan    dalam    menindaklanjuti    keluhan/pengaduan    individu,
masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan
kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan     perundang-undangan.     Pemeriksaan     dalam     rangka
penanganan  pengaduan  masyarakat  dilakukan  melalui  pemeriksaan
khusus, dengan prioritas:

a)  Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
b)  Penyalahgunaan wewenang;
c)  Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
d)  Pelanggaran disiplin pegawai.

4.  Kegiatan Reviu
Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan
terbatas  bahwa  dokumen  atau  laporan  yang  disajikan  telah  disusun
berdasarkan  sistem  pengendalian  intern yang  memadai  dan  disajikan
sesuai   dengan   standar   yang   ditetapkan   oleh   pemerintah,   dengan
prioritas:

a)  Reviu  Dokumen  Perencanaan dan  Penganggaran  (RPD  2025-2026,
RPJPD  2025-2045,  RENSTRA  2025-2026,  RKPD  Rubahan  2024,
RKPD  Mumi  2025,  KUA-PPAS  Rubahan  2024,  KUA-PPAS  Mumi
2025, RKA Peran8kat Daerah Rubahan 2024, RKA Perangkat Daerah
Murni 2025 dan Perencanaan Penganggaran Berbasis Gender) ;

b)  Reviu Laporan Keuangan (LKPD);
c)   Reviu Laporan Kinelja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
d)  Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
e)   Reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
f)   Reviu Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB) dan

Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
g)   Reviu Harga Pokok Satuan (HPS);
h)  Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
i)   Reviu Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/ Manajemen ASN;
j)   Reviu Tata Kelola perizinan;
k)  Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD);
I)   Reviu Akhir Masa Jabatan BUPATI;
in) Reviu Tata Kelola Pendapatan Daerah; dan
n)  Peer Reviu (Telaah Sejawat) Intern dan Ekstern.



5.  Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan
capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

a)  Evaluasi    Penilaian    Mandiri    Pelaksanaan    Reformasi    Birokrasi
(PMPRB);

b)  Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) ;
c)   Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
d)  Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
e)   Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP;
f)   Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah;
g)   Evaluasi Register Risiko;
h)  Evaluasi Benturan Kepentingan;
i)   Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi/ Mom.ton.ngi

Preuervtion Cert±er (MCP).,

j)   Monitoring dan Evaluasi Analisis Jabatan;
k)  Monitoring  Pelaksariaan  Peningkatan  Penggunaan  Produk  Dalam

Negeri (P3DN);
I)   Monitoring  Pengelolaan  Laporan  Harta  Kekayaan  Aparatur  Negara

(LHKAN);
in) Monitoring Dampak Inflasi;
n)  Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
o)  Tindak I,anjut Hasil Pemeriksaan APIP Provinsi dan Kabupaten;
p)  Penanganan I,aporan Gratifikasi; dan
q)  Gelar Pengawasan Daerah.

6.  Kegiatan Jasa Konsultansi
Layanan    Jasa    Konsultansi    dflaksanakan    dengan    tujuan    untuk
memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi terhadap suatu entitas,
operasi, fungsi, proses,  sistem atau subjek lainnya.  Dalam konsultansi,
auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian
independen.
Dengan  layanan  Konsultansi diharapkan  dapat mengoptimalkan  peran
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Earzg Wtzrndng Sgrstem
(sistem    peringatan    dini)    terhadap    potensi    penyimpangan    dalam
penyelenggaraan  urusan  pemerintah  dan  sebagai  upaya  memperkuat
Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Cirebon.

7.  Kegiatan Asistensi dan Pendampingan
Kegiatan   Asistensi/   Pendampingan,   meliputi   penyusunan   dokumen
perencanaan    dan    penganggaran,    pengadaan    barang    dan    jasa,
penyusunan capaian keuangan, perencanaan sistem pengendalian intern
dan kegiatan asistensi lainnya.

8.  Kegiatan Pengawasan I,ainnya
Kegiatan  pengawasan  lainnya merupakan  kegiatan  pengawasan  selain
pengawasan   tersebut   di   atas   dan  juga   merupakan   kegiatan  yang
mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan



LAMPIRAN  11
NOMOR
TANGCIAL
TENTANG

:   KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
: 700.1 / Kep.1223-Insp/ 2023
:  18 Desember 2023
:  PROGRAM KERIA PBNCIAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPERTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berba8is Rislko lnepektorat Kabupaten Clrebon Tahun Anggaran 2024

No drea Pengamran JenlePenga"son Tujuan/Sacaran Ruang Linghp
Jad"l HP

Anggaran JumhhI`aporan Sa`anadanPrasara Tln8hatRElko Ket
RMP RPL PJ urPJ Palni8 KT AT I

(1' '2' (31 (4t (51 (6) (7' (8' (9t (101 /11) '12'
Pengamean KlnefJa Rp       491.022.000

I Program Standardisasi dan Audit Tujuan Menilai ketaatan/ Dinas Perdagangan dan M8-IV Mg-I 1 1 I 1 4 8 1LHP Laptop' Tinggi
Perlindungan Konsumen Tertentu (AuditKetaatan) Kepatuhan terhadapPerundang-undangan yangberlaku Perindustrian Agrstus2024 Oktober2024 ATK

2 Program Perlindungan Audit Tujuan Menilal ketaatan/ DPPKBP3A M8-lv Mg-I I 1 1 1 4 8 1LHP Laptop, Tinggi
Perempuan Tertentu (AuditKetaatan) Kepatuhan terhadapPerundang-undangan yangberlaku Agustus2024 Oktober2024 ATK

3 Program Dukungan Audit Tujuan Menilal ketaatan/ Sekretariat Dewan M8-IV Mg-I 1 1 1 1 4 8 1LHP Laptop' Tinggi
Pelcksanaan Tugas dan Tertentu (Audit Kepatuhan terhadap Agustus Oktober ATK
Fungsi DPRD Ketaatan) Perundang-u ndangan yangberlaku 2024 2024

4 Program Pengelolaan dan Audit Tujuan Menilal ketaatan / DPUTR Mg-IV Mg-I 1 1 1 1 4 8 1LHP Laptop' Tinggi
Pengembangan Sistem Tertentu (Audit Kepatuhan terhadap Agustus Oktober ATK
Penyediaan Air Minum Ketaatan) Perundang-un dangan yangberlaku 2024 2024

5 Program Pemerintahan Audit Tujuan Menilai Pelaksanaan prinsip Sekretariat Daerah M8-IV M8-I I 1 1 1 4 8 1LHP Laptop, Tinggi
dan Kesejahteraan Rakyat Tertentu (AuditKetaatan` erisiensi, efektif danEkonomis/3E` Agustus2024 Oktober2024 ATK

6 Program Pemenuhan Audit Tujuan Menilai ketaatan/ Dinas Kesehatan Mg-IV Mg-I I 1 1 1 3 7 1LHP Laptop, Tinggi
Upaya Kesehatan Tertentu (Audit Kepatuhan terhadap Agustus Oktober ATK
Perorangan dan Upaya.KesehatanMasyarakatProgramPenunjangUrusanPemerintahDaerahKegiatan:PeningkatanPelavananBLUD ketaatan) Perundang-undangan yangberlaku 2024 2024

7 Program Pengelolaan Audit Tujuan Menilai ketaatan/ Dinas Pendidikan Mg-IV Mg-I 1 1 1 1 3 7 1LHP Laptop, Tinggi
Pendidikan Tertentu (AuditKetaatan) Kepatuhan terhadapPerundang-undangan yangberlaku Agustus2024 Oktober2024 ATK

8 Program Pemenuhan Audit Tujuan Menilai Pelaksanaan prinsip RSUD Waled Mg-IV Mg-I 1 1 1 1 3 7

-

1LHP Laptop' Tinggl
Upaya Kesehatan Tertentu (Audit efisiensi, efektif dan A8ustus Oktober ATK
Perorangan dan UpayaKesehatanMasvarakat Ketaatan) Ekonomis (3E) 2024 2024



No Area Pengam8an JenisPengamsan Tujuan/Sasaran Ruang I,ingfup
Jad"l HP

Anggaran JumlahLaporan SaranadanPraaura Tin8hatEdsllo Net
REP RPL PJ VIPJ Dalnhs KT AT Z

/1\ '2) (31 (41 (5\ (6) ( 7) (8' (91 (10) (llt (12'

9 Program Pemenuhan Audit Tujuan Menilal Pelaksanaan RSUD Arj awinangun Mg-IV M8-I 1 1 1 I 4 8 1LHP Laptop, Tinggi
Upaya Kesehatan Tertentu (Audit Program/ Kectatan sesuai A8ustus Oktober ATK

Perorangan dan UpayaKesehatanMasyarakat Ketaatan) dengan prosedur,mekanisme,dansasaranvanErditetat]kan 2024 2024

10 Program Pengelolaan Audit Tujuan Menilai Pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah M8-IV Mg-I I I 1 1 4 8 1LHP Laptop, Tinggi
Pendapatan Daerah Tertentu (AuditKetaatan) Program/ Kegiatan sesuardenganprosedur,mekanisme,dansasaranvaneditetaokan Agustus2024 Oktober2024 ATK

11 Objek Tema Stunting Audit Kinerja Menilai Pelaksanaan prinsip Dinas Kesehatan, M8-IV Mg-I 1 1 1 1 3 7 1LHP Laptop' Tinggi
Tematik efisiensi, efektif dan DPPKBP3A, Dinsos, A8ustus Oktober ATK

Bkonomis (3E) DPKPP, DPUTR, DKPP,Distan,Disdik,Baooelitbannda 2024 2024

12 Objek Tema Kemiskinan Audit Kinerja Menilal Pelaksanaan prinsip Dinsos, Disdik, Dinkes, Mg-IV M8-I 1 1 1 1 3 7 1LHP Laptop, Tinggi
Tematik efisiensi, efektif dan DPKPP, Disdukcapil, Agustus Oktober ATK

Bkonomis (3E) DPMD, Dinkop, Disdagin,Baooelitbaneda 2024 2024

13 Objek Tema lnvestasi Audit Kinerja Menilai Pelaksanaan prinsip DPMFTSP, DPUTR, Mg-IV Mg-I 1 1 1 1 3 7 1LHP Laptop, Tinggi
Tematik efisiensi, efektif dan Disnaker, Bappelitbangda, Agustus Oktober ATK

Bkonomis (38) Dinkop, Disdagin 2024 2024

14 Objek Tema Pengendalian Audit Kinerja Menilal Pelaksanaan prinsip Bappelitbangda, Disdagin, Mg-lv Mg-I 1 1 1 1 3 7 1LHP Laptop, Tinggi
Inflasi Daeral] Tematik efisiensi, efektif dan Dinkop, Distan, DKPP, A8ustus Oktober ATK

Bkonomis (38) Bag. Perekonomian Setda 2024 2024

15 Obj ek Tema Tingkat Audit Kinerja Menilai Pelaksanaan prinsip Bappelitbangda, Disnaker, Mg-IV Mg-I 1 1 1 1 3 7 1LHP Laptop' Tinggi
Penganggurari Terbu ka Tematik efisiensi, efektif danEkonomis/3E\ Dinkop, Disdagin, Dinsos Agustus2024 Oktober2024 ATK

Reviu Laporan KlnerJa Rp       597.854.400
1 Reviu RPD 2 Tahun (2025 - Reviu Memberikan keyakinan Bappelitbangda Mg-I Mg-Ill 1 1 1 1 12 16 1LHP Laptop' Sedang

2026) terbatas bahwa RPD telahdisajikansesuaidenganstandardanketentuanyangberlaku Januan2024 Januan2024 ATK

2 Reviu Renstra 2025 - 2026 Reviu Memberikan keyakinanterbatasbahwaRenstra telahdisajikansesuaidenganstandardanketentuanyangberlaku Seluruh Perangkat Daerah M8-IllJanuari2024 Mg-IFebruari2024 1 1 1 1 12 16 1LHP Laptop'ATK Sedang

3 Fieviu Laporan Reviu Menilai laporan kinerj a telah Bagian Organisasi Mg-Ill Mg-Ill 1 1 1 1 9 13

Akuntabilitas lnstansiPemerintah menyajikan informasi kinerjayangandal,akurat,danberkualitas Sekretariat Daerah Februari2024 Maret 2024



No(1'4 drea Pengaunsan JenisPengaunsan Tujuan/Sas&ran Ruang Lingfup
Jad"l HP

Anggaran JumhhLapolan SaranadanPrasara Tin8hatEdstho Ket
RMP RPI, PJ WKPJ Dalnl8 KT AT Z

'2' (3` (41 (5' (6' (71 (8\ (9' (10' (11\ (121

Reviu Laporan Reviu Menilal penyusunan Bagian Pemerintch Mg-Ill Mg-Ill 1 1 1 1 9 13 1LHP Laptop, Sedeng
PenyelenggaraanPerangkatDaerah dokumen telah sesualdengantahapan-tahapanvangditentukan Sekretariat Daerah F`ebruari2024 Maret 2024 ATK

5 Reviu Akhir Masa Jabatan Reviu Mengevaluasi capaian RPUM Kinerja Bupati dan Wakil Maret 2024 Maret 2024 1 1 1 1 3 7 1LHP Laptop, Sedans
Bupati daerah serta memperjelasbatastugasdantanggungjawabBupatidanWakilBupatipadasaatberakhirdarijabatannva Bupati ATK

6 Reviu RKPD Perubahan2024 Reviu Memberikan keyakinanterbatasmengenalakurasi,keandalandankeabsahanbahwainformasidalarnRKPDberpedomandenganRpiJPD,RPJMD,RKPNasional,RKPDProvinsidanselarasdenganVisiMisiB||natj Bappelitbangda Juni 2024 Juni 2024 I 1 1 1 9 13 1LHP Laptop'ATK Sedans

7 Reviu RPJPD (2025-2045) Reviu Menglu-i kesesuaian RPJPDdenganRFUMNdan/atauketentuanketentuanperaturanperundang-undanganyanglebihtingri. Bappelitbangda Juni 2024 Juni 2024 1 1 1 1 10 14 1LHP Laptop'ATK Sedans

8 Reviu RKPD Murni 2025 Reviu Memberikan keyakinanterbatasmengenalakurasi,keandalandankeabsahanbahwalnformasidalamRKPDberpedomandenganRPJPD,RPJMD,RKPNasional,RKPDProvinsidanselarasdenganVisiMisiB||r'ati Bappelitbangda Met 2024 Mei 2024 1 1 I 1 7 11 1LHP Laptop'ATK Sedans

9 Reviu Rotasi Mutasi dan Reviu Menilal pengelolaan SDM BKPSDM Mengikuti Mengikuti I 1 1 1 3 7 1LHP Laptop' Sedans
Promosi telch sesuai denganperaturanperundang-undangan JadwalRotasi/Mutasi/PromosiTahun2023 JadwalRotasi/Mutasi/PromoslTahun2023 ATK

10 Reviu Standar Pelayanan Reviu Menilai pelaksanaan Dinas PUTR, Dinas Juli 2024 Juli 2024 1 1 1 1 3 7 1LHP Laptop' Sedang
Minimal (SPM) penerapan dan capaian SPMpadaperangkatdaerahPengampu Pendidikan, DinasKesehatan,Dinas Sosial,DPKPP,SatpolPP,BPBD,danDinasDamkar ATK



No Jbea P€ngamson JenlsPengawacan Tujuan/Sasaran Ruang Linghip
Jadml HP

An88alan JumhhLaporan SaranadanPrasara Tin8hathello Ket
RHP RPL PJ WKPJ Dalnis KT AT I

(1) (2` (31 (4\ (5\ (6' (71 (81 (91 (lot /Ill (121

11 Reviu PPDB Reviu Memberikan keyakinanterbatasbahwapelaksanaanPPDBtelahdilaksanakansesuaidenganketentuanvaneberlaku Dinas Pendidikan Juli 2024 Juli 2024 1 1 1 I 10 14 1LHP Laptop,ATK Sedang

12 Bvaluasi Manajemen Reviu Melakukan pengujian, Seluruh Perangkat Daerah Agustus Agustus 1 1 1 1 6 10
Risiko dan Reviu RegisterRisiko evaluasi, pelaporan, danmerekomendasikanperbaikanataskecukupandanefektivitasprosesrnanajemenrisiko. 2024 2024

13 Reviu Pengelolaan Sumber Reviu Menilal pengelolaan SDM BKPSDM Mengikuti Mengikuti 1 1 1 1 3 7 1LHP Laptop, Sedans
Daya Manusia (SDM)/ telali sesuai dengan Jadwal Jadwal ATK
Manajemen ASN peraturan perundang-undangan Rotasi/Mutasi/PromoslTchun2023 Rotasi/Mutasi/PromoslTchun2023

14 Reviu Pelayanan Publik Reviu Memberikan keyakinan Dinas PUTR, Dinas September September I 1 1 1 3 7 1LHP Laptop, Sedans
terbatas bahwa pelaksanaanpelayananpubliktelahdilakukansecaraerisien,efektif,transparan,danresponsifterhadapkebutuhanmasyarckat. Pendidikan, DinesKesehatan,Dinas Sosial,DPKPP,SatpolPP,BPBD,danDinasDamkar 2024 2024 ATK

15 Reviu P3K Reviu Meyakinkan pelaksanaanpengadaanPPPKtelahsesuaidenganketentuan/peraturan/perundang-undanganpadasetiaptahapanyangdilakukanolehPanselnasdanPansel[nstansi BKPSDM November2024 November2024 1 1 1 1 2 6 1LHP Laptop,ATK Sedans

16 Reviu Tata Kelola PRJ Reviu Memberikan keyakinanterbatasbahwasuatukegiatanpengadaanbarang/jasatelahdilaksanakansesualdenganketentuan,standar,rencana,ataunormayangtelahditetaokan. UKPBJ Sekretariat Daerah Laptop,ATK



No Area Pengamson JenisPengamsan Tujuan/Sasaran Ruang I.lngfup
Jad"l HP

chggaran JumhbLaporan SaranadanPra8ara Tin8hatREiko Ket
RMP RPL PJ VIPJ Dalnhs KT AT I

(1117 '21 (3' (4\ (51 `6' (7' (8` (91 '10) (11) (12'

Reviu Tata Kelola Perizinan Reviu Memberikan keyakinanterbatasbahwaperizinandannonperizinantelahsesuaidenganprosedur,standar,dan/atauperaturanvangberlaku DPMPTSP Minggr 11Maret2024 Laptop,ATK

18 Reviu Tata Kelola Pajak Reviu Memberikan keyakinanterbatasbahwatatakelolapajakdaeralitelahdilaksanakansesualdenganketentuanvaneberlaku Badan Pendapatan Daerah Minggu 11Maret2024 Laptop,ATK

19 Revu Tata Kelola BMD Reviu Memberikan keyakinan Badan Keuangan dan Aset Minggu  11 Laptop,
terbatas bahwa pengelolaanBMDtelahdilaksanakansesuaidenganketentuanvaneberlaku Daerch Maret 2024 ATK

20 Reviu RPJMD Reviu Bappelitbangda 1 1 1 I 10 14 Laptop,ATK

Pengammn KeuanganPeme[lnt&hDaerah Rp      493.762.000

I Penggunaan Dana Audit Tujuan Menilal ketaatan/ SMPN yang dipilih menjadi Mg-I Juni Mg-Ill Juni 4 4 4 12 33 57 Laptop' Sedans
Bantuan Operasional Tertentu (Audit Kepatuhan terhadap objek pemeriksaan (3 Tim 2024 2024 ATK

Sekolah (BOS) TahunAnggaran2023padaSekolchMenengahPertamaNegeri/SMPN` Ketaatan) Perundang-u n dangan yangberlaku setiap lrban)

2 Penggunaan Dana Audit Tujuan Menilai ketaatan/ SDN yang dipilih menjadi Juli 2024 Juli 2024 4 4 4 12 33 57 Laptop, Sedang
Bantuan Operasional Tertentu (Audit Kepatuhan terhadap objek pemeriksaan (2 Tim ATK

Sekolali (BOS) TahunAnggaran2023padaSekolahDasarNegeri (SDN) Ketaatan) Perundang-undangan yangberlaku setiap lrban)

Reviu I,aporan Keu&nfan Rp       728.018.000
1 Reviu Laporan Keuangan Reviu Menilal Kesesualan LKPD Badan Keuangan dan Aset Mg-IV Mg-II 1 1 1 1 13 17 1LHP Laptop' Sedang

Perangkat Daerah terhadap SAP dan PeraturanLain Daerali Januan2024 Februari2024 ATK

2 Reviu Harga Perkiraan Reviu Memastikan bahwa nilai HPS BRAD Februari Februari 1 1 1 I 3 7 1LHP Laptop, Sedans
Sendiri (HPS) telah cukup dan sesualdenganspesirikasiteknis/KAKdanruanglinckut)I)ekeriaan 2024 2024 ATK



No Area Pengamsan JenisPengaunsan Tujuan/Samran Ruang Lingfup
Jadunl HP

Jin88aran JunlahLapran SaranadanPrasar8 TlnghatEdsilEo Ket
RHP RPL PJ WKPJ Palnls KT AT Z

(1'3 (2) (31 (4' (5' (6t (71 (8t (9) (10\ (111 (12'

Reviu Kebijakan UmumAnggaran(KUA)danPrioritasPlalonAnggaranSementara(PPAS)Mumi2025 Reviu Menilal akurasi, keandalandankeabsahanbahwaKUA-PPAStelahdisusunberdasarkanRKPDataskesesuaiankelengkapandankesesuaiandokumenpendukungrancanganPPAS,kesesuaianpencantumanindikatordantargetkinerjasertapaguindikatif,lokasi,kelompoksasarandalamrencanaprogramdankegiatandalamrancanganPPASdenganRKPD,dankesesualanplafonanggaransementarapendapatandanbelanjadalamrancanganPPASdenganPedomanPenyusunanAPBDTahun2023sertaRancanganKUADaerchTA2023 BKAD, Bappelitbangda Met 2024 Mei 2024 1 1 1 1 7 11 1LHP Laptop,ATK Sedang

4 Reviu Standar Satuan Reviu Menilal penyusunan Badan Keuangan dan Aset Juni 2024 Juni 2024 1 1 1 1 3 7 1LHP Laptop' Sedans
Harga (SSH) dokumen telah sesualdengantahapan-tahapanvanfrditentukan Daerah ATK

5 Reviu Analisa Standar Reviu Menilal penyusunan Badan Keuangan dan Aset Juli 2024 Juli 2024 1 1 1 1 3 7 1LHP Laptop' Sedang
Belanja (ASB) dokumen telah sesualdengantahapan-tahapanvaneditentukan Daerah ATK

6 Reviu Harga Satuan Pokok Reviu Menilai penyusunan Badan Keuangan dan Aset Juli 2024 Juli 2024 1 1 1 I 3 7 1LHP Laptop' Sedang
Kegiatan (HSPK) dokumen telah sesuaidengantahapan-tahapanvanfrditentukan Daerah ATK



No drea Pengaunsan JenisPengamsan Tujuan/Sasaran Ruang I.ingfup
Jadml HP

Anggaran JundhLaperan SaranadanPrasara TinghatEdsllo Ket
REP RPL PJ WKPJ DalnlB KT AT Z

/11 (2) (3' (4' '51 (61 (71 (8) (91 (101 (111 (121

7 Reviu Kebijakan UmumAnggaran(KUA)danPrioritasPlafonAnggaranSementara(PPAS)Perubahan2024 Reviu Menilai akurasi, keandalandankeabsahanbahwaKUA-PPAStelahdisusunberdasarkanRKPDataskesesualankelengkapandankesesuaiandokumenpendukungrancanganPPAS,kesesualanpencantumanindikatordantargetkinerja.sertapaguindikatif,lokasi,kelompoksasarandalamrencanaprogramdankegiatandalamrancanganPPASdenganRKPD,dankesesuaianplalonanggaransementarapendapatandanbelanjadalamrancanganPPASdenganPedomanPenyusunanAPBDTahun2023sertaRancanganKUADaerchTA2023 BKAD, Bappelitbangda Juli 2024 Juli 2024 I 1 1 1 7 11 1LHP Laptop,ATK Sedans

8 Reviu RKA Mumi 2025 Reviu Menilai akurasi, keandalan,dankeabsahan,bahwainformasidalarnRKA-K/LsesualdenganRKP,Renja-K/L,PaguAnggaran,dankesesuaiandenganstandarbiayasertakaidah-kaidah.-,.=~,..=--.,--,,.. BKAD, Bappelitbangda Agustus2024 A8ustus2024 1 1 1 1 13 17

9 Reviu RKA Perubahan 2024 Reviu Menilai akurasi, keandalan,dankeabsahan,bahwainformasidalamRKA-K/LsesualdenganRKP,Renja-K/L,PaguAnggaran,dankesesualandenganstandarbiayasertakaidah-kaidah,.,.--,I.--`.,-.,,`- BKAD, Bappelitbangda Agustus2024 A8ustus2024 1 1 1 1 10 14 1LHP Laptop,ATK Sedang

10 Reviu Dana Alokasi Reviu Menilai keandalan dan Badan Keuangan dan Aset 1 1 1 1 9 13

Khusus (DAK)  Fisik keabsahan laporan realisasipenyerapandanadancapaianoutputkegiatanDAKFisiksesuaidenganketentuanvaneberlaku Daerah



No drea Pengamsan JenisPenga"can Tujuan/Sasaran Ruang Lingrfup
Jad"l HP

ch88a]an JumlahLapot.an SaranadanPraara Tin8hatRisllo KetREP RPL PJ WKPJ Dalnhs KT AT I
(1) (2' (3' (4' (51 (6) (71 (8\ (91 (10\ (11) (121
11 Reviu Dana Transfer Reviu Memberikan keyakinanterbatasbahwapengelolaandanatransfertelahdilaksanakansesualdenganketentuanvaneberlaku Badan Keuangan dan AsetDaerah Mei 2024 Mei 2024 I 1 1 1 3 7 1Laporan Laptop,ATK Tinggi

12 Reviu Bantuan Keuangan Reviu Memberikan keyakinanterbatasbahwapengelolaanbantuankeuangantelahdilaksanakansesuaidenganketentuanvaneberlaku Badan Keuangan dan AsetDaerah Mei 2024 Mei 2024 I 1 1 1 3 7 1Laporan Laptop,ATK Tinggi

13 Reviu Hibch Reviu Memberikan keyakinanterbatasbahwapengelolaanhibahtelahdilaksanakansesuaidenganketentuanvaneberlcku Badan Keuangan dan AsetDaerah Mei 2024 Mei 2024 1 1 1 1 3 7 1Laporan Laptop'ATK Tinggi

14 Reviu Bansos Reviu Memb erikan keyakinanterbatasbahwapengelolaanbansostelahdilaksanakansesualdenganketentuanvanEberlrfu Badan Keuangan dan AsetDaerah Met 2024 Mei 2024 I 1 1 1 3 7 1Laporan Laptop,ATK Tinggi

15 Reviu Penyerapan Reviu Memberikan keyakin an Badan Keuangan dan Aset Mar' Jun, Mar, Jun, 1 1 1 1 2 6 ILaporan haptop, Tinggi
Anggaran terbatas bahwa pengelolaanbansostelahdilaksanakansesuaidenganketentuanvaneberlaku Daerah Sept, I)es2024 Sept, Des2024 ATK

HonltoTlng dan EhaluaslTlndakLanjutHasnPemermsaanBPKRIdanTlndalLanjutHaellPemerlksaanAPIP Rp   1.4a4.842.tin

1 Tindak Lanjut dan Evaluasi dan Menilai pelcksanaan tindak Perangkat Daerah yang Jar-Des Jar-Des 1 1 1 1 15 19 ILaporan haptop' Tinggi
Monitoring Tindak LanjutHasilpemeriksaanBPK,BPKPdanlnspektorat Monitoring lanjut telah dilaksanakansecaraefektif,efisien,danakuntabel,meliputikoordinasiperencanaan,pelaksanaan,pemantauandanpelaporantindaklanjuthasilt]emeriksaan terkait 2024 2024 ATK

Pen&a-n Deca Rp    1.312.857.GOO
1 Pemeriksaan Kinerja Audit Tujuan Memberikan keyakinan yang Desa yang melangsungkan Mg-Ill Mg-I Maret 4 4 4 12 27 49 Laptop, Tinggi

Pengelolaan Keuangan dan Tertentu memamdal bahwa Penrilihan Kuwu pada Januan 2024 ATK
Aset Desa Tahun pengelolaan Keuangari dan tahun 2023 (Tim 2024
Anggaran 2023 (Tahap I) Aset Desa dilaksanakansecaraerisiendanefektifsesuaidenganrencanadanketentuanperaturanoerundang-undanpan. mengikuti Wilayah lrban)jumlah135desa+73desa=208Desa



No(11233 drea PengavAean JenlsPenga-an Thjuan/Sasaran Ruang Lingfup
Jad"l HP

AnggaraD JumhhI`aperan SaranadanPraara Th8hatdemo KetRMP RPL PJ VIPJ Dalnhs KT AT I
'21 (31 (4' (Sl '61 (71 (8) '9) '10) `11) (121Pemeriksaan Kinerja Audit Tujuan Memberikan keyakinan yang Desa yang melangsungkan Mg-IV Mg-Ill 4 4 4 10 21 43 haptop, TinggiPengelolaan Keuangan dan Tertentu memamdai bahwa Pemilihan Kumu pada Februari Maret 2024 ATKAset Desa Tahun pengelolaan Keuangan dan tahun 2023 (Tim 2024

Anggaran 2023 (Tahap 11) Aset Desa dilaksanakansecaraefisiendanefektifsesuaidenganrencanadariketentuanperaturanr}erundang-`indarican. mengikuti Wilayah lrban)

Pemeriksaan Kiner] a Audit Tujuan Menilaj ketaatan/ Desa yang melangsungkan Mg-IV April Mg-IV Mei 4 4 4 10 21 43 Laptop' TinggiPengelolaan Keuangan dan Tertentu (Audit Kepatuhan terhadap Pemilihan Kuwu pada 2024 2024 ATKAset Desa Tahun Ketaatan) Perundang-undangan yang tahun 2023 (Tim
Anggaran 2023 (Tahap Ill) berlaku mengikuti Wilayah lrban)

Pengelolaan Keuangan Audit Kinerja Memastikan bahwa Penentuan objek Agustus A8ustus Laptop, Tinggi
pada Badan Usaha Mllik pengelolaan keuangan pada pemeriksaan ditentukan 2024 2024 ATK
Desa (BUMDes) Taliun BUMDBS telah dilaksanakan kemudian hari
Anggaran 2023 secara ekonomis, efisien,efektif,dansesualdengariperaturanperundang-undanganyangberlcku berdasarkan hasilpenilaianrisikodanpertimbanganmanajemenlainnya.(Rencana104desal

PenangananPenyeleealan KeruglanNegara/Daerah Rp       395. 242. 6cO

1 Pemeriksaan Tuntutan Audit Investigasi Menilal penerapan sistem Perangkat Daerch yang Setiap Setiap 1 1 1 1 9 13 Laptop TinggiGanti Rugi danPerbendaharaan pelaporan pelanggaran dantindcklanjutpelanggaransampaipadapenjatuhanhukumanberialansecaraefektif terkalt Semester Semester ATK

1,

Penga~an I)enganfujuanTertentu Rp    1.342.590.000

Probity Audit Evaluasi dan Menilal proses pengadaan Perangkat Daerah yang Maret 2024 Maret 2024 1 5 5 5 10 26 Laptop, Tinggi
Monitoring barang/jasa telahdilaksanakansecarakonsistensesuaidenganprinsippenegakanintegristas,kebenaran,dankejujurandanmemenuhiketentuan menjadi sample (5 ProyekStrategisdibentuk5Tim) ATK

2. Pendampingan Desa Anti Asistensi/Pendan Mendalnpingi dalam upaya Desa Panambangan Kec. Met 2024 Mei 2024 1 3 3 3 5 15 Laptop, SedangKorupsl pingan meningkatkan peran sertamasyarakatdalampencegaliandanpemberantasankorupsikhususnvaditingkatdesa. Sedong, Desa PanonganKec.PalimanandanDesaKedawungKec.Kedawung ATK



No Area Pengaun8an JenisPengamson fuJuan/Saaaran Ruang Lingfup
Jad"l HP

Anggaran JumhhLaporan SaranadanFhacara Tin8hatREilo Ket
RMP RPI, PJ "PJ Dalnls KT AT I

'1\ '2) (3' (4\ (5) (6) (71 (81 (9) (10' `111 (121

3 Penanganan PengaduanMasyarakat Menyele saikan pen angananpengaduansesualdenganmekanismevaneberlaku. Laptop'ATK Tinggi

4 Evaluasi Benturan Bvaluasi dan Mengevaluasi pengelolaan Perangkat Daerah yang Laptop, Tinggi

Kepentingan Monitoring penanganan benturankepentinganbalkdari pihakinternalmaupuneksternaloadainstnasioemerintah terkait ATK

5 Audit IT PBJ Audit TujuanTertentu(AuditKetaatan) Menilai ketaatan/ kepatuhanpelaksanaanpengadaansecaraelektronikterhadapPerundang-undanganyangberlaku I 1 1 1 3 7 Laptop,ATK Sedang

6 Evaluasi Rencana Aksi Evaluasi dan Melakukan pemantauan atas Seluruh Perangkat Daerah Setiap Setiap 1 1 1 1 9 13 Laptop' Sedans
Pencegalian Korupsi/MorfroringCerterForPrez;enfron(MCP) Monitoring komitmen instansipemerintahdalam upayapencegahandanpemberantasankorupsimelaluirencanaaksiyang•.-I Triwulan Triwulan ATK

7 Stranas PK Evaluasi dan Melakukan pemantauan atas DPUTR Setiap Setiap 1 1 1 1 1 5 Laptop, Sedans
Monitoring komitmen instansipemerintahdalam upayapencegchandanpemberantasankorupsimelaluirencanaaksiyangsudahdisusunolehTimStrategisNasionalPencegahanKorupsi/S1`RANASPK` Triwulan Triunlan ATK

8 Unit Pengendali Gratifikasi Evaluasi dan Melakukan pemantauan atas Seluruh Perangkat Daerah Setiap Setiap 1 1 1 1 1 5 Laptop' Sedang
Monitoring komitmen instansipemerintahdalam upayapencegahandanpemberantasankorupsimelaluipengelolaanUnitPengendalianGratifikasiKabupatenCirebonrencanakerjayangsudahdisusunolehTimUPGKabupaten-... Triunlan Trioulan ATK



No Area Pefigamsan JenisPengamson Tujuan/Sasoran Ruang Lingfup
Jad"1 HP

Anggaran JumhhLaporan SaranadanPra&ara Tin8hatRALEo Ket
REP RPL PJ VIPJ Palnhs KT AT I

(1t (21 (3' (4' (51 (6) (7' (8\ (9\ (10' /Ill (12)

9 Audit IT SPBE Audit Tujuan Menetapkan tingkat Dinas Komunikasi dan 1 1 1 1 3 7 Laptop, Sedang
Tertentu (AuditKetaatan) kesesuaian antara teknologiinformasidankomunikasidengankriteriadanataustandaryangtelaliditetapkan,termasukperaturanperundanganyangberlakll Informatika ATK

10 Pengelolaan Badan Usaha Audit Tujuan Menilai ketaatan/ Perusahaan Daerah Air Laptop, Sedang
Milik Daeral` (BUMD) Tertentu (AuditKetaatan) Kepatuhan terhadapPerundang-undangan yangberlaku Minum (PDAM) dan BadanPerkreditanRakyat(BPR) ATK

11 Stock Opname dan Cash AuditTujuan Melakukan pemeriksaan fisik Seluruh Perangkat Daerah Desember Desember 1 4 4 4 32 45 Laptop' Sedans
Opnane Tertentu (AuditKetaatan) untuk mengecek antaralaporanakuntansidenganrealitanva. (310PD + 40 Kecamatan) 2024 2024 ATK

12 Audit Pengadaan Barang Audit Tujuan Menilai ketaatan/ A8ustus- Agustus- 1 4 4 4 3 16 Laptop, Sedang
danjasa Tertentu (AuditKetaatan) Kepatuhan terhadapPerunclang-undangan yangberlaku September2024 September2024 ATK

Perumuson KebljahanTchledlBldangPenIa-n Rp        103.OIL.loo

1 Gelar Pengawasan Daerah Evaluasi dan Meningkatkan kinerj a Seluruh Perangkat Daerah Desember Desember haptop' Rendali
Monitoring pengawasanpenyelenggaraanpemerintahandaerah sertaevaluasiterhadaphasilpengawasanyangdiharapkandapatberkontribusiterhadappeningkatankinerjadanperbaikantatakelola,-1,_,~,,, 2024 2024 ATK

2 Peringatan Hari Anti Sosialisasi Meningkatkan kesadaran Inspektorat Nov-Des Nov-Des Laptop, Rendch
Korupsi Sedunia(HAKORDIA) dan peran secara individumaupunkelompokdalamkeriatanantikoruosi 2024 2024 ATK

3 Pencanangan Desa Anti Mewujudkan program Desember Desember Laptop, Rendah
Korupsi antikorupsi, sehinggapengelolaankeuangan lebihakuntabeldantransparansertamensejahterakanmasvarckat 2024 2024 ATK

Perumusan KebljahanTehisdlBldangFaslntaelPengawasan Rp       152.531.300



No drea Pengawasan JenlsPengavesan Tujuan/Sasaran Ruang Lingfup
Jadml HP

Anggaran JumhhLaporan Saranadinrmcara Tin8hatEdsiko Ket
REP RPL PJ WKPJ Dalnhs KT AT Z

(1) (2\ (3' (4) (51 (61 (71 (8t (91 (101 /Ill (12)

1 Penilaian Kapabilitas APIP Penguatan Meningkatkan kompetensi Inspektorat Mar-|Juni Mar-Juni 1 1 1 I 16 20 Laptop, Rendah
Aparat PengawasInstansiPemerintch(APIP) APIP dalam melaksanakantugasdanperannya 2024 2024 ATK

Koordinasl , MonltoringdanEinluaeleertaVerlfllaalPencegahandanPeml)crantaeanKorupsl Rp       296.039.100

1 Operasionalisasi Sapu Asistensi/ Menilal kegiatan sapu bersih Unit Saber Pungli Laptop' Sedang
Bersih Plingutan Liar Pendanpingan pungutan liar secara efektifdanefisiendenganmengoptimalkankernanfaatanpersonilsatuankerjadansaranaprasarana ATK

Pendampingan danA813tenslUrusanP®me[lnt&hanDaerah Rp       317.080.7cO

1 Evaluasi SIMONA Evaluasi Melcku kan monitoringpelcksanaananalisisjabatan,bebankerja,evaluasijabatan,anggarandanpenerapantambahanpenghasilanpegawaidiI)ernerintahdaerah Mg-IFebruari2024 M8-IIFebruari2024 1 1 1 1 1 5 Laptop,ATK Rendali

2 Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Melakukan pemantauan atas Seluruh Perangkat Daerah Tw-IV Tw-IV 1 1 1 1 1 5 Laptop' Rendch
LHRAN Evaluasi penglslan LHKAN yangdilakukanolehparaPN/WLtelahsesuaidengandatavanQrseharusnva Jen-Mar2024 Jan-Mar2024 ATK

3 Evaluasi Penyerapan Monitoring dan Menilai pengelolaan APBD Seluruh Perangkat Daerah Mg-II Juni, Mg-II Juni, 1 I 1 1 2 6 3 Laptop' Sedang
Anggaran Daerah Evaluasi tepat sasaran sesual denganperencanaanyangtertuangdalandokumenoerencanaanoembaneunan SeptemberdanDesember2024 SeptemberdanDesember2024 Laporan ATK

4 Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Mengevaluasi tingkat Seluruh Perangkat Daerah Mar-Juni Mar-Juni 1 I 1 1 16 20 Laptop, Rendali
SPIP Evaluasi kecukupan efektiritaspenyelenggaraanSPIP padatingkataninstansimaupuntingkatankegiatanuntuksasaranoperasional,ketaatandanpengamananaset 2024 2024 ATK



No Area Pengamsan JenisPenga"san Tujuan/Sasaran Ruang Lingfup
Jadml HP

Anggaran JumhhLaporan SaranadanPraeara Tin8hatEdsiko KetRMP RPL PJ "PJ Dalnhs KT AT I
(1) (2) /31 (4\ (51 '6\ (71 (8) (9) (10) (11' (12'
5 Monitoring Pelaksanaan Evaluasi/  Reviu / Memperoleh update Seluruh Perangkat Daerah Monitoring Monitoring 1 1 1 1 5 9 Laptop' Sedang

Peningkatan Penggu naan Monitoring kebijakan pemerintah daerah mingguan' mingguan' ATK
Produk Dalan Negeri terkalt P3DN, nilai komitmen Bvaluasi Evaluasi
(P3DN) pengadaan produk dalamnegerlyangdirencanakan,sertarealisasibelanjaprodukdalamnegeridalamP13.J bulanan,ReviuTrimulan bulanan,ReviuTriunlan

6 Reviu Pelaksanaan Reviu Mengidentifiksi kendala- Seluruh Perangkat Daerah September September I 1 1 1 1 5 Laptop, Rendah
Perencanaan danPenganggaranyangResponsifGender(PPRG) kendala dankegiatan/intervensi yangdiperlukandalamupayaperbalkanpelaksanaanPPRG 2024 2024 ATK

8 Survei Penilalan lntegritas Asistensi/Pendan Menilai dan mengukur Seluruh Perangkat Daerah November November 1 1 1 1 1 5 Laptop, Rendah
pingan tingkat indeks integritasmelaluimetodesurveiyangdilaksanakanolehKPKpadaPemerintchKabupatenCirebon. 2024 2024 ATK

9 Pendanpingan Asistensi/Pendan Pendanpingan dalan Seluruh Peranghat Daerah haptop, Rendah
Manajemen RIsiko pingan penentuan permasalahandankonteksrisikopadatrapkegiatan,menyusunindentirikasirisiko,penetuananalisisdanprioritasrisiko,pelaksanaanpenerapanmanajemenrisiko,pelaksanaanevaluasirisiko,pemantauanberkelanjutaandantelaahulang,sertakoordinasidankomunikasidenganpenangananrisiko ATK

Pendldihan danPelatthanPegawalBerdaearhanTiigas danfun88| Rp    I.415.295.500

1 Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Meningkatkan kompetensi Pegawai Inspektorat Laptop, Rendah
Pegawai BerdasarkanTugasdanFungsi(BimtekSiswaskeudes,DiklatPengelolaanKeuanganDesa\ Pelatihan APIP dalam melaksanakantugasdanperannya ATK



No drea Pengaunson JenisPen8a-an Tujuan/Saaran Ruang Linghp Jadml HP Jin88aran JumhhLaporan SdranaPraar&na Tin8hat-o Ket
REP EL PJ "PJ Dalnhs KT AT I

(I) (21 '31 '4' (51 (6) '71 (8) (9) (lot (11) (12)Pendamplngan , Aslstensl,VerllllEael,danPenllainnReformaelBiroha8i Rp        94.145.800

1 Revlu Penilalan Mandiri Reviu Menilai secara keseluruhan Perangkat Daerah yang Mg-IV M8-I 1 1 1 1 12 16 1 Laptop, Sedang
Pelaksanaan Reformasi kinerja terkait kemajuan terkait Agustus September Laporan ATK
Birokrasi (PMPRB) pelaksanaan ReformasiBirokrasidilingkunganinstansipemerintali 2024 2024

2 Reviu Penilaian Mandiri Reviu Menilal perkembangan Perangkat Daerah yang Mg-I Mg-II 1 1 1 1 12 16 1 Laptop, Sedans
Pelaksanaan Zona pelaksanaan pembangunan terkalt September September Laporan ATK
Integritas (PMPZI) zona integritas dan upaya-upayaperbaikanyangdilakukaninstansipemerintch 2024 2024

Pendampingan , AslsteneldanVerlflka8lPenegalEanInteJzrlta3 Rp      174.061.loo

I Sosialisasi Anti Korupsi/LayananPengaduan/PenangananGratifikasi Sosialisasi Memperluas peran APIPdenganmemberikanrekomendasiyangbersifatjangkamenengahmaupunjangkapanjangyangdapatmemberikannilaltambahbardorfanisa8idinasa Seluruh Perangkat Daerah Laptop,ATK Sedang
'}-. I `k    k-`RE  ,J~,-   +.  " `;   i  , \   ,`,`,;.a;i,_- t`%,-RE,tj,.
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Kepada
Dari
Nomor
Tanggal
Si fat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH  KABUPATEN  CIREB0N

I N S'P E K T O RA T
JI. Sunan Giri No. 2 Telp. (0231) 321643

Website : inspektorat. ci rebonl{a±±g±± Email : j!±s£±ektorat@ci rebon kapgQjg

SUMBER

NOTA  DINAS

Yth.  Bupati Cirebon
lnspektur Kabupaten Cirebon
700/ 36V,t-Sekret
no   Desember 2o23

Rahasia
1  (satu) berkas
Permohonan  Penandatanganan Surat  Keputusan  Bupati tentang  Program
Kerja   Pengawasan   Tahunan   Berbasis   Risiko   (PKPT-BR)   lnspektorat
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  2023  tentang

Pedoman  Penyusunan Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Daerah Tahun  2024,  dalam

rangka     meningkatkan     efisiensi     dan     efektivitas     pelaksanaan     pembinaan     dan

pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lnspektorat.

Berkenaan   dengan   hal   tersebut,   dengan   ini   kami   mengajukan   permohonan

penandatanganan   Surat   Keputusan    Bupati   tentang    Program    Kerja    Pengawasan
Tahunan  Berbasis  Risiko  (PKPT-BR)  Tahun  Anggaran  2024  untuk  ditetapkan  menjadi

Keputusan Bupati.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR
RABUpffi CIREBON

Drs.  IYAN  EDIYANA.  Ivl.M..  M._Sj±
Pembina Utama Muda

NIP.196612091993121002
Tembusan:

1.   Yth. Wakil Bupati Kabupaten Cirebon;
2.   Yth.  Ketua DPRD Kabupaten Cirebon; dan
3.   Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.


